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ABSTRAK

Krisis menimpa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) pada bulan April
2024. Krisis ini disebabkan oleh maraknya isu-isu yang viral mengenai
barang kiriman di media sosial. Isu-isu yang viral ini diantaranya isu sepatu
Radhika Althaf, isu alat bantu SLB ljal Zaid, dan isu mainan Medy Renaldy.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen Kkrisis
DJBC dalam upaya mengembalikan kepercayaan publik. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa manajemen krisis DJBC terbagi dalam tiga
tahapan utama: pre-crisis, yang mencakup persiapan, pencegahan, serta
deteksi dan identifikasi isu; crisis, yang melibatkan asesmen isu,
pengumpulan data, penentuan strategi komunikasi krisis, serta pelaksanaan
komunikasi krisis; dan post-crisis, yang meliputi monitoring dan evaluasi,
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komunikasi lanjutan, serta pembelajaran dari krisis. Penelitian ini
menunjukkan bahwa SOP manajemen krisis yang dimiliki oleh DJBC sudah
sesuai dengan konsep manajemen krisis yang diusulkan oleh para ahli.
Komunikasi krisis yang dilakukan pada krisis ini diantaranya pendekatan
personal, penanganan awal media sosial, konten respon Kkrisis, media
briefing, penggunaan spokesperson KBPJ, bolstering, dan penggunaan
spokesperson utama.

ABSTRACT

A crisis hit the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) in April
2024, triggered by the widespread virality of issues related to delivered goods on social media. These viral
issues included Radhika Althaf's shoe issue, ljal Zaid's SLB aid issue, and Medy Renaldy's toy issue. This study
aims to examine how DJBC's crisis management efforts worked to restore public trust. The research uses a
qualitative method with a case study approach. The findings indicate that DJBC's crisis management is divided
into three main stages: pre-crisis, including preparation, prevention, and issue detection and identification;
crisis, which involves issue assessment, data collection, determination of crisis communication strategies, and
execution of crisis communication; and post-crisis, which includes monitoring and evaluation, continued
communication, and learning from the crisis. This study shows that DJBC's crisis management SOP aligns with
crisis management concepts proposed by experts. Crisis communication efforts during the crisis included a
personal approach, initial social media handling, crisis response content, media briefings, the use of KBPJ
spokespersons, bolstering, and the use of a primary spokesperson.

PENDAHULUAN

Pada April 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghadapi krisis yang disebabkan oleh
viralnya tiga isu terkait barang kiriman dari luar negeri di media sosial. Isu-isu ini diunggah oleh pemilik
akun Tiktok @radhikaalthaf, akun Twitter @ijalzaid_, dan akun Tiktok @medyrenaldy_. DJBC bertanggung
jawab mengelola ketentuan bea cukai dan pajak atas impor dan ekspor, sesuai dengan PMK 111 Tahun
2023, serta memiliki tugas menjaga penerimaan negara, melindungi masyarakat dari barang berbahaya,
melindungi industri dalam negeri, dan memberantas penyelundupan.

Isi dari ketiga isu keluhan barang kiriman tersebut adalah sebagai berikut: Isu pertama berasal dari
akun Tiktok @radhikaalthaf, yang mengeluhkan bea masuk sepatu yang dibelinya seharga Rp10,3 juta
namun dikenai bea masuk Rp31,8 juta, jauh lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Isu kedua diunggah oleh
akun Twitter @ijalzaid_, yang menyatakan bahwa bantuan alat belajar untuk tunanetra dari Korea yang
diterima SLB-nya pada 2022 dikenakan bea masuk ratusan juta rupiah, sehingga barang tersebut tidak
dapat diambil dan berstatus "barang yang tidak dikuasai." Isu ketiga muncul dari akun Tiktok
@medyrenaldy_, yang mengeluhkan mainan Megatron yang dikirim untuk review tertahan di Bea Cukai
karena permintaan dokumen yang tidak bisa dipenuhi. Setelah mainan tersebut sampai, ia menemukan
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bahwa box-nya rusak dan merasa kecewa. Ketiga isu ini menunjukkan keluhan masyarakat terkait bea
masuk dan pelayanan DJBC.

Menurut DJBC, pada ketiga isu tersebut, mereka telah mengikuti prosedur dan peraturan yang
berlaku: Isu pertama: DJBC mengidentifikasi dugaan praktik under invoicing pada pembelian sepatu.
Invoice awal mencantumkan nilai barang jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Berdasarkan
peraturan, DJBC mengenakan sanksi administratif dan bea masuk yang totalnya mencapai
Rp30.928.544,00. Isu kedua: Barang hibah seharusnya mendapatkan pembebasan bea masuk, namun
penerima tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dari Kementerian Kesehatan. Akibatnya, barang
tetap dikenakan bea masuk dan tidak dapat diambil. Isu ketiga: DJBC melakukan pemeriksaan fisik paket
mainan sesuai tugas mereka. Pemeriksaan ini melibatkan pihak PJT (DHL) yang membuka paket,
sementara DJBC mengawasi proses tersebut. Terdapat rekaman CCTV yang menunjukkan P]JT yang
membuka paket, bukan DJBC.

Permasalahan muncul karena perbedaan pemahaman antara DJBC dan masyarakat mengenai tugas
dan kebijakan terkait barang kiriman. DJBC merasa telah melaksanakan tugas sesuai peraturan, namun
masyarakat merasa DJBC tidak sesuai dengan peraturan. Edukasi mengenai tugas dan peraturan D]JBC
belum merata, dan meski DJBC telah melakukan edukasi dan survei, mengedukasi seluruh masyarakat
Indonesia merupakan tantangan besar. Ketiga isu tersebut dianggap krisis oleh DJBC karena dampaknya
terhadap citra mereka dan peningkatan sentimen negatif. Krisis ini mempengaruhi efektivitas strategi
komunikasi DJBC, termasuk agenda setting dan pembangunan citra, serta memberi dampak negatif pada
pegawai. Faktor-faktor yang memperburuk situasi termasuk stigma negatif DJBC, viralitas berita di media
sosial, dan kecenderungan masyarakat untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Penanganan Kkrisis
melibatkan spokesperson seperti Sri Mulyani dan Prastowo Yustinus untuk merespons isu-isu tersebut.

Komunikasi krisis dilakukan oleh DJBC dan menarik banyak respon dari masyarakat. Namun,
respon masyarakat pada unggahan-unggahan tersebut tidak menunjukkan kepuasan atas respon Kkrisis
DJBC. Hal ini dapat dilihat dari top comment pada masing-masing unggahan. Gambar 1. menunjukkan top
comment pada beberapa komunikasi krisis yang dilakukan oleh DJBC.
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Gambar 1. Top comments pada komunikasi krisis DJBC

Roy Valiant, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa rendahnya
kepercayaan publik terhadap DJBC disebabkan oleh rekam jejak buruk lembaga tersebut, yang membuat
penegakan aturan menjadi sulit. [a juga menilai sosialisasi terkait aturan bea masuk belanja daring masih
lemah dan perlu lebih masif untuk menjangkau masyarakat yang terdampak.

Manajemen krisis menjadi penting untuk mengembalikan kepercayaan publik yang semakin hilang
dari adanya krisis ini. Manajemen Kkrisis adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk menghadapi,
merespons, dan mengatasi situasi krisis guna melindungi reputasi, operasional, dan keberlangsungan
organisasi, dengan tujuan meminimalkan dampak negatif dan memulihkan keadaan normal secepat
mungkin. Menurut Coombs (2010), manajemen krisis mencakup upaya untuk mengurangi kerusakan yang
diakibatkan oleh krisis serta melindungi organisasi dan pemangku kepentingan dari dampak negatif.
Berbeda dengan manajemen risiko yang lebih berurusan dengan bencana alam, manajemen krisis lebih
fokus pada kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti peretasan atau penipuan, yang
sering kali tidak dapat dihindari sepenuhnya dan menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan.
Coombs (2010) membagi manajemen krisis menjadi tiga tahap: Pre-Crisis yang berfokus pada pencegahan
dan persiapan, Crisis yang berfokus pada respons saat krisis terjadi, dan Post-Crisis yang berfokus pada
pembelajaran dan perbaikan untuk masa depan. Salah satu tujuan utama manajemen krisis adalah
mengembalikan kepercayaan publik, yang merupakan kunci dari manajemen krisis yang efektif dan
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sangat penting dalam proses pemulihan setelah krisis. Penanganan krisis yang baik dapat meningkatkan
kepercayaan publik, sementara penanganan yang buruk dapat merusaknya.

Penelitian ini dilakukan karena maraknya keluhan publik terhadap DJBC di media sosial yang
menimbulkan Krisis besar, meskipun D]JBC telah mengikuti prosedur sesuai aturan. Manajemen Krisis
yang dilakukan tidak berhasil mengembalikan kepercayaan publik. Penelitian ini berfokus pada
bagaimana D]BC menangani krisis untuk memberikan masukan dalam meningkatkan manajemen krisis di
masa mendatang. Pertanyaan penelitian meliputi: (1) Apa krisis yang terjadi di media sosial terkait DJBC?
(2) Mengapa krisis ini terjadi? (3) Bagaimana DJBC mengelola krisis untuk memulihkan kepercayaan
publik? Tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gambar 2. menunjukkan
kerangka pemikiran penelitian ini untuk memastikan penelitian tidak melebar ke hal-hal yang tidak
seharusnya dibahas.

Kaonteks Penelitian

Marakuva su berupa keluban publik terthadap DIBC di media sosial menyebabkan Krisis
yang cukup besar bagn DJBC, meskipun secara procedural vang dilakukan oleh DIBC sudah
sesual dengan peraturan dan kefentuan vang ada.

Fakus Penelitian Pertanvaan Penelitian

Baemimana Man: . Apa krisis vang teradi i media sosial pada
. Dektorat Jenderal Bea dan Cukm? Konsep
Krisis Direktorat - P - .
Jenderal Bea Cukai 2. Mengapa krisis di media sosial tersebut dapar
EAE terjach kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai? Manajemen Krisis
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dalam Meraih
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Cukal?
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Manajemen Krisis Direktorat Jenderal Bea Cukai
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dalam Meraih Kepercayaan Publik

Gambar 2. Kerangka pemikiran penelitian

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas
sebagai konstruksi sosial yang subjektif, terbentuk melalui pengalaman dan interaksi individu atau
kelompok. Paradigma ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam
dari berbagai sudut pandang partisipan mengenai krisis yang terjadi. Guba & Lincoln (1994) menegaskan
bahwa paradigma konstruktivisme melihat realitas sebagai sesuatu yang bersifat lokal dan spesifik,
bergantung pada interpretasi individu atau kelompok. Dalam konteks penelitian ini, paradigma ini
membantu mengungkap bagaimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menginterpretasikan krisis
barang kiriman di media sosial, serta bagaimana mereka mengelola krisis tersebut secara valid dan
kredibel.

Desain penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat eksperimen
ilmiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk memahami
fenomena sosial dari perspektif orang-orang yang terlibat, menekankan pada makna dan pengalaman
subjektif mereka. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami
fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata. Studi kasus sangat cocok untuk menjelaskan
keputusan atau serangkaian keputusan, mulai dari alasan pengambilannya hingga implementasi dan
hasilnya, serta mengeksplorasi pertanyaan penelitian yang bersifat "how" dan "why" dalam situasi
kompleks seperti manajemen Krisis.
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi empat metode: wawancara, observasi,
dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi
langsung dari informan yang relevan dengan krisis DJBC. Observasi non-partisipan dilakukan dengan
mengamati tindakan dan kebijakan DJBC dalam menangani krisis tanpa terlibat langsung. Dokumentasi
mencakup pengumpulan data dari arsip, laporan, dan rekam jejak media sosial terkait krisis. Studi
pustaka digunakan untuk menelaah literatur, laporan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan
topik penelitian ini.

Pengembangan instrumen dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive
sampling untuk menentukan informan yang relevan. Informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah
dirumuskan oleh peneliti, seperti memiliki pengetahuan mendalam tentang krisis yang dihadapi DJBC di
media sosial, mengikuti perkembangan krisis, serta terlibat dalam pelaksanaan manajemen krisis. Subjek
penelitian terdiri dari pegawai Sub Direktorat KBJP D]BC yang terlibat langsung dalam manajemen Krisis,
sementara objek penelitian berfokus pada krisis barang kiriman yang viral di media sosial pada April
2024, melibatkan isu bea masuk yang dipermasalahkan oleh pengguna TikTok dan Twitter.

Teknik analisis data dilakukan pada penelitian ini dengan merujuk pada model Miles dan
Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan informasi yang diperoleh dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memfokuskan pada aspek penting terkait manajemen
krisis DJBC. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, di mana hasil yang sudah terorganisasi
dipaparkan secara sistematis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana temuan penelitian
dikonfirmasi dan diverifikasi untuk menghasilkan pemahaman baru tentang manajemen Kkrisis. Untuk
memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi dan member checking, dengan
triangulator Dr. H. Iriana Bakti yang memiliki keahlian di bidang manajemen krisis.

HASIL

Hasil pengumpulan data menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara pelapor dengan
DJBC terkait isu barang kiriman yang dialami masing-masing pelapor. Tabel 1. menunjukkan
perbandingan sudut pandang para pelapor dengan sudut pandang DJBC pada masing-masing isu.

Tabel 1. Perbandingan sudut pandang pelapor dan DJBC terkait isu

Isu Sudut Pandang Pelapor Sudut Pandang D]JBC

I T T 1
Sepatu Radhika Althaf mendapatkan pengenaan Terdapat ketidaksesuaian nilai barang yang
Radhika bea masuk sebesar Rp 31,8 juta terhadap dilaporkan oleh penjual dengan nilai
Althaf sepatu yang ia beli seharga Rp 10,3 juta, barang sebenarnya, sehingga Radhika
yang menurutnya tidak masuk akal dan dikenakan sanksi administrasi 1000%,
berbeda jauh dari perhitungan di aplikasi yang menyebabkan total pungutan akhir

resmi Bea Cukai. menjadijauh lebih tinggi dari harga barang.

I T T 1
Alat Bantu Alat bantu belajar untuk SLB-nya dari Alat bantu SLB tertahan sejak 2022 pihak

SLB Ijal Korea tertahan di Bea Cukai Soekarno- SLB tidak melengkapi dokumen mekanisme
Zaid Hatta sejak 2022 karena biaya yang sangat barang hibah, sehingga baru diproses
besar dan denda gudang harian, sehingga setelah viral di media sosial pada April
barang tersebut tidak dapat diambil. 2024.

I T T 1
Mainan Mainan Megatron yang diberikan oleh Menurut DJBC, penahanan barang Medy
Medy Robosen untuk ia review tertahan di Bea disebabkan oleh nilai yang melebihi USD
Renaldy Cukai karena diminta dokumen 1.500 sehingga memerlukan dokumen
pembayaran yang tidak bisa dipenuhi, dan tambahan, namun keterlambatan
setelah mainannya diterima, coin edisi 40 komunikasi dengan P]JT menyebabkan
tahun Transformers hilang. kesalahpahaman, dan unggahan Medy

tentang isolasi "open and reseal by
customs" memicu spekulasi publik bahwa
Bea Cukai merusak barang.

Berdasarkan hasil wawancara, penyebab utama munculnya isu-isu terkait barang kiriman yang
viral di media sosial adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan dan regulasi kepabeanan,
kurangnya edukasi dari pihak Bea Cukai, serta kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari informasi
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lebih lanjut. Masyarakat seringkali mengeluhkan masalah mereka di media sosial tanpa mengecek terlebih
dahulu aturan atau bertanya kepada Bea Cukai. Perubahan pola impor, di mana masyarakat umum
menjadi penerima langsung barang kiriman, juga memperburuk situasi karena mereka cenderung tidak
memahami prosedur kepabeanan seperti pelaku usaha. Selain itu, terdapat kesenjangan komunikasi
antara Bea Cukai, jasa kiriman, dan penerima barang yang memicu keterlambatan dan kesalahpahaman.
Isu-isu spesifik seperti yang dialami Radhika Althaf, [jal Zaid, dan Medy Renaldy terkait dengan masalah
administrasi dokumen dan pembayaran, yang akhirnya membuat masalah tersebut menjadi viral.

Isu yang dianggap krisis oleh Bea Cukai ditentukan oleh beberapa indikator kunci. Pertama, isu
tersebut harus mendapatkan tingkat keterlibatan tinggi dari masyarakat, menunjukkan perhatian publik
yang signifikan, serta mengancam reputasi organisasi (Shinta, 27 Agustus 2024; Ary, 28 Agustus 2024).
Okta menjelaskan bahwa indikator krisis dikelompokkan berdasarkan tanggung jawab organisasi
terhadap isu dan kecepatan penyebarannya, dengan media sosial memainkan peran besar dalam
memperbesar dampak isu tersebut melalui komunikasi one-to-many. Respon masyarakat bervariasi,
dengan banyak komentar yang negatif akibat stigma buruk terhadap Bea Cukai, namun ada juga
pandangan positif dari kalangan tertentu yang memahami proses kepabeanan, meskipun sering
terabaikan di media sosial (Elisabeth, 27 Agustus 2024; Okta, 28 Agustus 2024). Gambar 3. merupakan
diagram penyebab terjadinya krisis barang kiriman pada D]BC bulan April 2024 lalu.
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Gambar 3. Penyebab terjadinya krisis barang kiriman D]BC

Isu barang kiriman di media sosial yang mengaitkan Bea Cukai pernah terjadi sebelumnya,
diantaranya kasus alat bantu kesehatan WNA, kontainer UMKM, dan celana dalam TKW, semuanya viral di
media sosial dan memiliki kesamaan dengan krisis barang kiriman yang terjadi pada April 2024. Kasus-
kasus tersebut melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Kesehatan untuk alat
bantu kesehatan, TPS dan Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk kontainer UMKM, serta
pihak jasa kirim untuk celana dalam TKW. Bea Cukai melakukan upaya preventif dengan memperluas
edukasi publik mengenai aturan bea cukai dan menyusun tim manajemen krisis serta Standar Operasional
Prosedur (SOP)-nya. Meskipun begitu, Elisabeth menyatakan bahwa pencegahan viralitas isu di era media
sosial sulit dilakukan, sehingga fokusnya adalah pada penyelesaian cepat untuk mengurangi dampak. Bea
Cukai menggunakan sistem peringatan dini dan memonitor akun media sosial berpengaruh untuk
mendeteksi potensi krisis. Gambar 4. menunjukkan alur SOP DJBC dalam menjalankan fungsi manajemen

krisis.
Deteksi dan - Penentuan Pelaksanaan Monitaringe
[dentifikasi Asesmen lsu el e K omunikasi Komumikasi e
Chata N . dan Evaluasa
Lk Kiss Kz

Gambar 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Krisis DJBC
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SOP manajemen krisis melibatkan deteksi dan identifikasi isu, asesmen isu, pengumpulan data,
penentuan komunikasi krisis, pelaksanaan komunikasi krisis, dan monitoring dan evaluasi hingga Kkrisis
dinyatakan selesai. Namun, dalam pelaksanaannya, Shinta berpendapat bahwa SOP belum dijalankan
sesuai dengan semestinya. Menurutnya, dalam praktik di lapangan, tim admin di seksi publikasi sering
kali terlibat dalam berbagai tugas yang seharusnya dilakukan oleh seksi lain. Shinta menjelaskan bahwa
mereka yang menerima sinyal, menghimpun data, menghubungi dan bekerja sama dengan kantor vertikal,
membuat draft jawaban, dan mengunggahnya ke media sosial (Shinta, wawancara, 27 Agustus 2024). la
menambahkan bahwa hal ini terjadi karena krisis membutuhkan respons yang cepat. SOP yang telah
dirancang seharusnya dilakukan oleh tim manajemen krisis dan bekerja sama dengan seksi-seksi di
bawah Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Shinta mengungkapkan bahwa fungsi
manajemen Kkrisis seharusnya mencakup seluruh Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
(Shinta, wawancara, 27 Agustus 2024). Ary juga menambahkan bahwa secara SOP, tim manajemen Kkrisis
ditujukan untuk memperkuat dan melengkapi fungsi dari KBP], yang sudah memiliki tanggung jawab
untuk publikasi dan analisis media. Tim manajemen krisis dimaksudkan untuk memperkuat dan
melengkapi tugas tersebut, terutama dalam menangani hal-hal teknis seperti regulasi barang kiriman
yang menjadi fokus krisis (Ary, wawancara, 28 Agustus 2024).

Seksi-seksi di bawah Subdirektorat KBP] yang terlibat dalam manajemen krisis Bea Cukai antara
lain adalah Seksi Pengelolaan Publikasi Cetak dan Digital, Seksi Strategi dan Riset Komunikasi Publik,
Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Komunikasi Publik, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Media.
Keempat seksi ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam membantu manajemen krisis Bea Cukai
pada krisis yang terjadi bulan April 2024.

Seksi Pengelolaan Publikasi Cetak dan Digital bertugas memproduksi dan mengunggah konten di
media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Idealnya, seksi ini hanya memfokuskan
diri pada produksi dan publikasi konten, namun dalam praktiknya, mereka juga sering terlibat dalam
menerima sinyal, menghubungi kantor vertikal, serta membuat draft jawaban. Shinta menjelaskan bahwa
meskipun seharusnya publikasi hanya memproduksi dan mengunggah konten, mereka sering kali juga
melakukan tugas tambahan seperti menghimpun data dan berkoordinasi dengan tim admin serta strategi
komunikasi (Shinta, wawancara, 27 Agustus 2024).

Seksi Strategi dan Riset Komunikasi Publik bertanggung jawab untuk menganalisis krisis dan
merencanakan komunikasi krisis. Mereka menganalisis tingkat keparahan isu, berkoordinasi dengan unit
vertikal, serta mengembangkan pernyataan penahanan, dan menentukan isi serta media komunikasi.
Shinta menambahkan bahwa strategi komunikasi akan mengolah data yang dikumpulkan dan
menentukan apakah akan membuat holding statement atau menggunakan taktik tertentu. Elisabeth juga
mencatat bahwa admin media sosial mengikuti arahan dari seksi strategi dan analis media sosial
mengenai langkah-langkah yang harus diambil (Shinta, wawancara, 27 Agustus 2024; Elisabeth,
wawancara, 27 Agustus 2024).

Seksi Analisis dan Pengelolaan Data Komunikasi Publik memantau dan mengelola data terkait
pemberitaan Bea Cukai di media cetak, elektronik, dan sosial. Mereka memantau ribuan media setiap hari,
mengelompokkan pemberitaan, dan memberikan rekomendasi. Okta menjelaskan bahwa mereka
mengelompokkan pemberitaan berdasarkan topik di media massa dan isu di media sosial, serta
memanfaatkan data dari vendor dan unit vertikal. Tujuan utama mereka adalah menganalisis data secara
akurat dan cepat, serta menyajikan informasi kepada unit terkait dan Kementerian Keuangan (Okta,
wawancara, 28 Agustus 2024).

Seksi Hubungan Masyarakat dan Media bertugas berkoordinasi dengan media dalam merespons
krisis melalui media briefing dan koordinasi personal. Giga menjelaskan bahwa mereka mengikuti arahan
dari subdirektorat strategi komunikasi dalam membuat media briefing terkait dengan krisis yang terjadi.
Media briefing dilaksanakan dengan melibatkan berbagai media, termasuk online, koran, dan TV, dengan
spokesperson yang mencakup Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Stafsus Menteri Keuangan Bidang
Komunikasi Strategi (Giga, wawancara, 27 Agustus 2024).

Koordinasi antara seksi-seksi di bawah Subdirektorat KBP] menghasilkan beberapa produk
strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Bea Cukai. Produk tersebut meliputi: (1) Pendekatan
Personal: Melibatkan audiensi langsung dengan pemilik barang yang terdampak krisis, jika
memungkinkan, untuk melakukan diskusi langsung dan kerja sama (Elisabeth, wawancara, 27 Agustus
2024). (2) Respon Cepat: Penanganan awal krisis melalui balasan komentar di media sosial, meskipun
tidak selalu efektif jika pihak yang terkena dampak tidak menyadari tanggapan tersebut (Shinta,
wawancara, 27 Agustus 2024). (3) Konten Media Sosial: Pembuatan konten seperti thread di Twitter,
video di TikTok, dan infografis di Instagram sebagai bentuk tanggapan krisis yang disesuaikan dengan
platform media sosial yang digunakan (Elisabeth, wawancara, 27 Agustus 2024). (4) Media Briefing:
Penyelenggaraan media briefing untuk menjelaskan ketiga kasus krisis kepada media, termasuk media
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online, koran, dan TV (Giga, wawancara, 28 Agustus 2024). (5) Spokesperson KBPJ]: Penggunaan
spokesperson KBP] untuk merespons pertanyaan media dan memberikan informasi terkait kasus Krisis.
Media menghubungi berbagai pejabat Bea Cukai untuk mendapatkan klarifikasi (Giga, wawancara, 28
Agustus 2024). (6) Bolstering: Menekankan berita positif terkait Bea Cukai untuk memperkuat citra
positif di tengah krisis (Ary, wawancara, 28 Agustus 2024). (7) Spokesperson Kementerian Keuangan:
Penggunaan spokesperson Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk merespons pertanyaan media
dan memberikan informasi terkait kasus krisis. Dalam beberapa situasi, D]JBC mengandalkan sikap dan
posisi Ibu Sri Mulyani sebagai spokesperson utama. Ini mencakup pengambilan sikap resmi dan
memberikan panduan mengenai posisi dan respons institusi terhadap krisis yang terjadi (Ary,
wawancara, 28 Agustus 2024). Semua komunikasi krisis yang dilakukan ini memiliki pesan yang sama,
bersifat mirroring. Namun, pendekatan dan cara penyampaian yang digunakan pada masing-masing
komunikasi krisis berbeda, menyesuaikan dengan karakteristik dari komunikasi krisis tersebut. Gambar
5. menunjukkan diagram komunikasi krisis yang dilakukan oleh DJBC dalam krisis barang kiriman bulan
April 2024 lalu.

Komunikasi Krisis DJBC pada Krisis
Barang Kiriman April 2024
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Gambar 5. Komunikas-komunikasi Krisis Barang Kiriman April 2024

Selain komunikasi krisis diatas, DJBC juga melakukan update berkala dengan menyampaikan informasi
terkini mengenai status krisis kepada masyarakat, meskipun informasi mungkin tidak terlalu rinci.
Informasi lebih lanjut disampaikan langsung kepada pihak-pihak yang terdampak (Shinta, wawancara, 27
Agustus 2024).

Setelah berbagai bentuk komunikasi Kkrisis dirancang dan diterapkan, Bea Cukai terus memantau
respon masyarakat terhadap langkah-langkah tersebut. Pada isu sepatu Radhika Althaf, respon
masyarakat terbagi; ada yang memahami penjelasan Bea Cukai, namun ada juga yang tetap tidak
menerima informasi tersebut. Isu alat bantu SLB Ijal Zaid mendapatkan respon negatif yang konsisten,
baik sebelum barang dikeluarkan maupun setelahnya. Sementara itu, pada isu mainan Medy Renaldy,
meski respon masyarakat juga terbagi, mulai ada pemahaman bahwa tanggung jawab atas kehilangan
barang tersebut lebih kepada jasa kiriman.

Dalam analisis media, respon masyarakat terhadap komunikasi Bea Cukai cenderung dibagi
dalam tiga kategori: menerima, netral, atau denial. Tujuan dari respon yang diberikan oleh Bea Cukai
adalah untuk mendudukkan masalah dengan objektif, bukan untuk membentuk opini publik menjadi
seragam. Bila respon masyarakat keluar dari konteks, Bea Cukai memilih untuk tidak merespon, namun
tetap memberikan tanggapan terhadap komentar substansi dan menawarkan bantuan jika ada kendala.

Krisis yang terjadi pada April 2024 dinyatakan selesai secara administratif, dengan barang yang
telah sampai kepada penerima atau denda yang telah dibayar. Namun, meski isu-isu tersebut mulai
mereda, ingatan publik tentang Krisis tersebut tetap ada dan bisa mempengaruhi persepsi di masa depan.

Bea Cukai menghadapi beberapa tantangan selama krisis ini. Tantangan internal termasuk
birokrasi, koordinasi yang tidak selalu konsisten, serta pembagian fokus dalam menangani beberapa
krisis secara bersamaan. Tantangan eksternal mencakup stigma negatif yang melekat pada Bea Cukai,
rendahnya literasi publik mengenai tugas dan fungsi Bea Cukai, serta perubahan gaya komunikasi
masyarakat yang mengutamakan isu viral di media sosial. Selain itu, tantangan dalam menjangkau publik
secara efektif dan mengelola media juga menjadi perhatian penting. Dampak dari krisis ini cukup besar,
terutama terhadap kepercayaan publik yang menurun dan citra Bea Cukai yang mengalami kerusakan
signifikan. Perbaikan citra tidak hanya memerlukan upaya jangka pendek tetapi juga strategi jangka
panjang untuk membangun kembali kepercayaan publik.

Adisti Citra Ramdani, dkk/ Manajemen Krisis Direktorat



Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 2, No. 2 Tahun 2024, pp. 67-83 74

Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari krisis ini meliputi pentingnya edukasi publik tentang
kepabeanan dan cukai, serta peningkatan manajemen Kkrisis dengan respons yang cepat dan koordinasi
yang baik. Bea Cukai perlu lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukasi yang mudah dipahami
oleh berbagai lapisan masyarakat, serta menyusun komunikasi yang tepat berdasarkan segmentasi publik.
Bea Cukai juga belajar tentang pentingnya pelayanan publik yang seimbang dengan publikasi yang efektif,
serta mempersempit kesenjangan antara permintaan informasi dari publik dan suplai informasi yang
diberikan. Terakhir, Bea Cukai harus lebih peka terhadap perubahan perilaku dan tren masyarakat serta
peraturan pemerintah yang terkait dengan ekspor dan impor barang. Dengan memperhatikan pelajaran-
pelajaran ini, diharapkan Bea Cukai dapat membangun kembali kepercayaan publik dan mengelola krisis
dengan lebih baik di masa depan.

PEMBAHASAN
Krisis Barang Kiriman DJBC April 2024

Pada April 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengalami krisis yang disebabkan oleh tiga
isu viral di media sosial mengenai barang kiriman. Isu-isu ini berkaitan dengan mekanisme barang
kiriman dan melibatkan masyarakat sebagai penerima barang. Ketiga isu muncul akibat ketidaklengkapan
atau ketidaksesuaian administrasi, baik dokumen maupun pembayaran, yang diperlukan dalam proses
barang kiriman. Meskipun masing-masing isu merupakan kejadian yang berbeda, kesamaan dalam
penyebab dan waktu kemunculan (selang 2-3 hari) menyebabkan isu-isu ini dianggap sebagai satu krisis
yang tidak terpisahkan. DJBC menangani krisis ini secara kolektif, mengatasi keluhan yang disampaikan
pemilik akun terkait kendala dalam importasi barang.

Pada isu pertama, Radhika Althaf mengeluhkan besaran bea masuk untuk sepatu seharga 10,3
juta rupiah dengan ongkos kirim 1,2 juta rupiah, yang totalnya 11,5 juta rupiah. Ia merasa bea masuk
sebesar 31,8 juta rupiah yang dikenakan tidak masuk akal dibandingkan dengan perhitungannya sendiri
menggunakan aplikasi resmi Bea Cukai, yang menghasilkan bea sekitar 5,8 juta rupiah. Radhika
menganggap penetapan bea ini tidak transparan dan tidak sesuai dengan regulasi. Isu kedua melibatkan
Ijal Zaid, yang mengeluhkan alat bantu belajar untuk tunanetra dari Korea untuk sekolah luar biasa (SLB)
yang tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta sejak 2022. Bea Cukai menetapkan biaya tebusan dan denda
gudang yang sangat tinggi, jauh melebihi nilai alat bantu tersebut, mengakibatkan bantuan yang
seharusnya mendukung pendidikan inklusif menjadi terhambat dan tersimpan di gudang. Pada isu ketiga,
Medy Renaldy mengeluhkan keterlambatan pengambilan mainan Megatron dari Robosen, yang
seharusnya tiba pada 15 April dan diunggah pada 25 April. Paket Megatron tertahan di Bea Cukai dengan
status yang tidak berubah. Medy mengalami kesulitan karena mainan tersebut merupakan bagian dari
kerja sama, bukan pembelian, sehingga invoice pembelian tidak tersedia. Selain itu, harga yang dirujuk
oleh Bea Cukai tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Medy kesulitan mendapatkan respons dari Bea
Cukai dan tidak dapat menjawab pertanyaan pengikutnya tentang keterlambatan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, mereka menganggap DJBC telah menjalankan
tugas sesuai peraturan, namun para pemilik akun tidak memahami regulasi dengan baik, sehingga timbul
kendala. Pada isu pertama, Radhika Althaf mengeluhkan bea masuk yang sangat tinggi untuk sepatu yang
dibelinya. Bea Cukai menjelaskan bahwa masalah berasal dari ketidaksesuaian nilai barang yang diinput
oleh penjual. Bea Cukai Soekarno-Hatta menetapkan nilai barang lebih tinggi, sehingga bea masuk dan
denda totalnya mencapai 31 juta rupiah. Kesalahpahaman ini menyebabkan narasi negatif di media sosial.
Isu kedua melibatkan Ijal Zaid, yang mengeluhkan alat bantu tunanetra yang tertahan di Bea Cukai
Soekarno-Hatta sejak 2022. Isu ini viral setelah Ijal Zaid membahasnya di Twitter pada 24 April 2024. Bea
Cukai menyatakan bahwa barang tertahan karena Kketidaklengkapan dokumen dan kurangnya
pemahaman tentang mekanisme hibah. Setelah berkomunikasi dengan Ijal, Bea Cukai menawarkan solusi
dengan mengajukan fasilitas pembebasan bea masuk dan menyelesaikan administrasi, sehingga barang
berhasil diserahkan ke SLB. Isu ketiga melibatkan Medy Renaldy yang mengeluhkan keterlambatan dan
kerusakan mainan Megatron. Bea Cukai menjelaskan bahwa dokumen diterima pada 16 April 2024, dan
barang dirilis pada 26 April setelah dokumen tambahan diterima. Ketidaklengkapan dokumen
menyebabkan keterlambatan, sementara kerusakan barang disebabkan oleh pihak jasa kirim, bukan Bea
Cukai. Frustasi Medy dan delay komunikasi berkontribusi pada penyebaran informasi yang tidak akurat di
media sosial.

Berdasarkan sudut pandang Bea Cukai dan penerima barang, terdapat ketidaksesuaian persepsi
yang jelas dalam ketiga isu tersebut. Pada isu pertama, terkait dengan sepatu yang dikeluhkan oleh
Radhika Althaf, gap terletak pada pemahaman mengenai pajak dan denda. Radhika merasa dikenakan
pajak yang sangat tinggi, yang menurutnya tidak sebanding dengan nilai sepatu yang dibelinya. Namun,
Bea Cukai menjelaskan bahwa bea masuk yang tinggi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai barang
yang diinformasikan oleh e-commerce dengan nilai sebenarnya. Ketidaktahuan Radhika mengenai proses
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dan regulasi yang berlaku menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di media sosial. Isu kedua
melibatkan alat bantu tunanetra yang dipermasalahkan oleh Ijal Zaid. Ketidakpahaman mengenai
dokumentasi dan mekanisme hibah menjadi inti dari masalah ini. [jal Zaid menganggap Bea Cukai
mempersulit proses importasi barang, padahal masalahnya adalah ketidaklengkapan dokumen dan
informasi yang tidak sampai tepat waktu. Bea Cukai menjelaskan bahwa keterlambatan ini disebabkan
oleh administrasi yang tidak lengkap dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme hibah dari pihak
pengirim dan penerima. Isu ketiga berkisar pada keterlambatan pengiriman mainan Megatron yang
dikeluhkan oleh Medy Renaldy. Di sini, gap muncul dari keterlambatan komunikasi antara Bea Cukai,
perusahaan jasa titipan, dan Medy. Meskipun Bea Cukai sudah memproses dan mengeluarkan barang
sesuai prosedur, keterlambatan informasi dan ketidaklengkapan dokumen menyebabkan Medy merasa
dipersulit. Label pada kemasan yang menunjukkan bahwa barang diperiksa oleh Bea Cukai memperburuk
persepsi publik, padahal tanggung jawab pembukaan dan pengemasan ulang barang sebenarnya terletak
pada pihak jasa kirim. Secara umum, ketidaksesuaian pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat
seringkali tidak menyadari bahwa Bea Cukai tidak bertanggung jawab penuh atas seluruh proses
importasi, melainkan hanya pada administrasi dokumen dan pembayaran bea serta pajak. Perbedaan
antara pemahaman masyarakat dan prosedur yang sebenarnya sering kali mengakibatkan kendala dalam
proses impor, seperti yang terlihat dalam ketiga isu tersebut.

Tidak semua isu dapat dianggap sebagai krisis. Sebuah isu dikategorikan sebagai krisis jika
memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan dampak signifikan terhadap organisasi. Bagi DJBC, krisis
diidentifikasi ketika publik menunjukkan perhatian tinggi terhadap isu yang mengganggu dan mengancam
kelancaran tugas serta keberlangsungan D]BC. Isu-isu ini menyebar cepat dan mendapat perhatian luas,
tercermin dari kuantitas pemberitaan dan pergerakan isu yang meluas. Pengunggahan keluhan oleh
pemilik akun di media sosial menyebabkan isu-isu ini mendapatkan perhatian besar dari publik dan
media, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja DJBC dan mengancam keberlangsungannya. Mengacu
pada Coombs (2010), krisis adalah peristiwa tak terduga yang mengancam harapan pemangku
kepentingan dan dapat berdampak negatif bagi organisasi. Ketiga isu ini juga memenuhi karakteristik
krisis menurut Hermann dalam Ulmer, Sellnow, & Seeger (2019), yaitu kejutan, ancaman, dan waktu
respons singkat. Isu-isu ini muncul bersamaan dengan intensitas yang melampaui ekspektasi DJBC,
mengancam keberlangsungan organisasi, dan memerlukan respons cepat. Dr. H. Iriana Bakti, M.Si sebagai
triangulator menegaskan bahwa isu-isu ini adalah krisis yang mempengaruhi kepercayaan publik dan
reputasi DJBC, sehingga memerlukan tanggapan segera dari DJBC.

Krisis yang dialami DJBC berdampak signifikan pada kepercayaan masyarakat, yang sudah
tergolong rendah. Meningkatnya perhatian publik di media sosial menciptakan ketegangan akibat
ketidakpuasan terhadap layanan impor barang dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan.
Meskipun DJBC beroperasi sesuai prosedur, sosialisasi mengenai aturan impor dianggap kurang efektif,
yang menyebabkan banyak keluhan dan sentimen negatif di kolom komentar unggahan DJBC. Stigma
negatif yang telah terbentuk selama bertahun-tahun memperburuk situasi dan menambah tantangan bagi
DJBC dalam membangun kembali reputasi dan kredibilitasnya. Roy Valiant mengungkapkan bahwa
rendahnya kepercayaan publik disebabkan oleh praktik-praktik yang dianggap tidak memuaskan.
Komunikasi yang transparan, jelas, dan bertanggung jawab sangat penting untuk mempertahankan
kepercayaan publik, seperti dinyatakan oleh Devlin (2007) dan Ulmer, Sellnow, dan Seeger (2019). Media
sosial menuntut public relations untuk mengatasi krisis dengan perhitungan eskalasi dan respons cepat,
sebagaimana ditekankan oleh Yulianti dan Boer (2020). Meskipun DJBC berusaha merespons keluhan
melalui media sosial, upaya tersebut masih dianggap kurang berhasil dalam mengubah persepsi publik.
Krisis ini seharusnya menjadi kesempatan bagi DJBC untuk menunjukkan komitmennya dalam
memberikan pelayanan yang lebih baik. Mitroff (2007) menyatakan bahwa krisis dapat menjadi peluang
untuk membangun kepercayaan lebih besar jika dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas. Untuk
memulihkan kepercayaan publik, DJBC perlu meningkatkan komunikasi proaktif, keterbukaan dalam
mengakui kesalahan, dan melakukan sosialisasi yang masif. Keberhasilan ini penting, karena kepercayaan
adalah faktor krusial dalam manajemen krisis, di mana koordinasi dan kerjasama tidak akan efektif tanpa
adanya kepercayaan dari publik (Badu, Kruke, & Saetren, 2023).

Penyebab Krisis Barang Kiriman DJBC April 2024

Pada ketiga isu yang dihadapi DJBC, para penerima barang menggambarkan bahwa D]BC
mempersulit proses importasi dan menganggap DJBC tidak menjalankan tugas sesuai peraturan.
Berdasarkan kategori krisis menurut Kriyantono (2015), krisis ini termasuk dalam jenis krisis
konfrontasi, yang timbul akibat kemarahan publik atas ketidakpuasan terhadap organisasi. Namun,
penyebab kemarahan ini lebih dalam, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi
importasi barang kiriman. Banyak orang tidak menyadari bahwa barang impor memerlukan persyaratan
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dan dokumen tertentu, serta melibatkan pihak lain seperti jasa pengiriman dan kementerian terkait.
Ketidaktahuan ini sering menyebabkan konflik dengan Bea Cukai, padahal masalah ini bisa dihindari
dengan pemahaman awal tentang aturan.

Faktor penyebab kurangnya pemahaman masyarakat mencakup faktor internal dan eksternal.
Dari faktor internal, edukasi DJBC mengenai peraturan importasi barang belum cukup masif dan efektif.
Meskipun DJBC menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook,
penyebaran informasi belum merata, terutama kepada masyarakat yang jarang berinteraksi dengan Bea
Cukai. DJBC juga perlu menyesuaikan edukasi dengan pola interaksi yang kini melibatkan langsung
penerima barang, bukan hanya pengusaha besar. Faktor eksternal meliputi rendahnya literasi masyarakat
mengenai regulasi importasi. Banyak yang tidak memahami bahwa proses impor melibatkan lebih dari
sekadar Bea Cukai, termasuk jasa pengiriman dan kementerian terkait. Kurangnya pengetahuan ini
membuat masyarakat cenderung mencari solusi cepat dengan memviralkan keluhan di media sosial,
berharap mendapat perhatian lebih besar. Konsep "no viral, no justice" memperkuat motivasi mereka
untuk menyampaikan kritik di platform publik agar masalah mereka mendapatkan respons.

Manajemen Krisis Barang Kiriman DJBC April 2024

Manajemen krisis adalah aspek penting untuk setiap organisasi, termasuk Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (D]JBC). Ini melibatkan tindakan strategis untuk menghadapi dan merespons situasi yang dapat
mengancam reputasi, operasional, dan keberlangsungan organisasi. Tujuannya adalah meminimalkan
dampak negatif dan mempercepat pemulihan. Menurut Coombs (2010), manajemen Krisis terdiri dari tiga
tahapan utama: pre-crisis, crisis, dan post-crisis.

Tahap pre-crisis merupakan tahap krusial dalam manajemen krisis yang berfokus pada upaya
pencegahan dan persiapan untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Dalam konteks
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip pre-crisis sangat
penting mengingat sifat operasionalnya yang sering berhubungan dengan risiko tinggi terkait regulasi
impor dan ekspor. Tahap pre-crisis dilakukan oleh DJBC melalui kegiatan prevention, preparation, dan
signal detection.

Kegiatan prevention dilakukan dengan mengambil pelajaran dari krisis yang pernah terjadi
sebelumnya. Beberapa krisis terkait barang kiriman di masa lalu menunjukkan pola kesalahan dan
tantangan yang sering dihadapi. Krisis seperti alat bantu kencing untuk WNA, kontainer UMKM yang
tertahan, dan pembelian celana dalam dengan bea masuk tinggi mencerminkan masalah umum yang
timbul dari salah paham tentang peraturan impor, ketidaksesuaian dokumen, atau kesalahan penetapan
kode HS. Krisis-krisis ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan pemahaman
regulasi dan prosedur di kalangan pengirim dan penerima barang. Oleh karena itu, bentuk pembelajaran
yang dilakukan oleh DJBC adalah meningkatkan kegiatan edukasi terkait regulasi importasi barang
kiriman. Diantaranya adalah dengan mengunggah konten di media sosial dan konvensional terkait
regulasi barang kiriman. DJBC juga memiliki program sosialisasi ke masyarakat yang dilakukan secara
tatap muka melalui event Pekan Raya Bea Cukai. Kegiatan yang dilakukan ini sudah baik dapat dikatakan
upaya yang cukup baik dalam meningkatkan edukasi ke masyarakat. Sesuai dengan pendapat Dr. H. Iriana
Bakti, M.Si yang mengatakan bahwa beberapa kegiatan edukasi yang dapat dilakukan adalah membuat
iklan layanan masyarakat, sosialisasi ke komunitas atau organisasi dari berbagai lapisan masyarakat,
serta konten media sosial dan media konvensional.

Kegiatan preparation dilakukan dengan mempersiapkan tim khusus manajemen Kkrisis serta
Standar Operasional Prosedur (SOP) langkah manajemen Kkrisis. Tim manajemen Krisis ini bertanggung
jawab dalam melaksanakan fungsi manajemen krisis DJBC. bersama dengan tim Subdirektorat
Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, termasuk seksi-seksi di bawahnya yang memiliki tanggung
jawab masing-masing. Seksi Pengelolaan Publikasi Cetak dan Digital bertanggung jawab memproduksi
konten dan menjawab krisis di media sosial, seksi Analisis dan Pengelolaan Data Komunikasi Publik
bertanggung jawab memantau dan menganalisis pemberitaan, seksi Strategi dan Riset Komunikasi Publik
bertanggung jawab merancang strategi komunikasi krisis, dan seksi Hubungan Masyarakat dan Media
bertanggung jawab mengelola komunikasi dengan media dan menyelenggarakan media briefing. SOP
kerja manajemen krisis DJBC mencakup langkah-langkah sistematis mulai dari deteksi hingga evaluasi
krisis. Pertama adalah deteksi dan identifikasi isu, dimana dilakukan monitoring oleh admin media sosial
dan tim analis media untuk mendeteksi isu yang muncul. Kedua adalah asesmen isu, dimana dilakukan
penilaian untuk menentukan apakah isu tersebut berpotensi menjadi krisis atau tidak. Ketiga adalah
pengumpulan data, dimana dilakukan pengumpulan data terkait isu untuk analisis lebih lanjut, dengan
cara koordinasi dengan unit terkait dan rapat koordinasi. Keempat adalah penentuan komunikasi krisis,
dimana dilakukan penyusunan komunikasi krisis yang tepat dan efektif. Kelima adalah pelaksanaan dan
monitoring komunikasi krisis, dimana dilakukan implementasi strategi dan pemantauan berkelanjutan.
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Terakhir adalah evaluasi krisis, dimana dilakukan proses evaluasi untuk pembelajaran dan penyelesaian
krisis. SOP ini dilaksanakan dan dikerjakan oleh tim manajemen krisis, bersamaan dengan tim
Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.

Kegiatan signal detection dilakukan dengan menganalisis dengan lebih teliti isu-isu yang
berpotensial menjadi sebuah krisis. D]JBC mengakui bahwa kemajuan teknologi dan akses publik yang luas
dapat memperbesar kemungkinan munculnya krisis. Oleh karena itu, DJBC memiliki early warning system
yang memantau potensi krisis melalui analisis media formal dan komunikasi informal. Sistem ini
memungkinkan deteksi lebih awal, namun tetap memerlukan waktu untuk menganalisis dampak
potensial secara mendalam. Early warning system ini dapat menjadi langkah awal untuk mengelola krisis.
DJBC harus mampu mendeteksi pola di media sosial dan kejadian yang terjadi secara langsung yang
sekiranya berpotensi menjadi sebuah krisis. Early warning system ini dilaksanakan oleh tim analis media,
bekerja sama dengan unit-unit vertikal di seluruh Indonesia. Dengan adanya early warning system ini,
diharapkan isu yang berpotensial menjadi krisis dapat dihindari.

Tahap pre-crisis yang dilakukan oleh tim manajemen krisis DJBC menunjukkan upaya
berkelanjutan dalam mengurangi risiko dan mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis. Penerapan
pembelajaran dari krisis sebelumnya untuk menghindari krisis serupa di masa depan, persiapan tim serta
SOP yang terstruktur untuk menangani apabila kelak terjadi krisis, dan pengembangan sistem deteksi
krisis agar dapat terselesaikan sebelum semakin menyebar, dilakukan oleh DJBC. Dengan tahap ini, D]BC
dapat lebih siap untuk menghadapi dan mengelola krisis yang mungkin timbul di masa depan. Hal ini
sesuai dengan pendapat Coombs (2010) yang mengatakan bahwa tahap pre-crisis merupakan tahap yang
dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis serta mempersiapkan segala kemungkinan yang ada
apabila krisis kelak terjadi.

Tahap crisis merupakan tahap kritis di mana respons terhadap krisis yang telah terjadi menjadi
sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Fink (2002) bahwa keputusan yang diambil selama Kkrisis
terjadi dapat menghasilkan hasil yang sangat tidak diinginkan (negatif), atau justru dapat menghasilkan
hasil yang sangat diinginkan (positif). Pada tahap ini, perhatian utama tertuju pada bagaimana organisasi
merespons dan menangani krisis yang sedang berlangsung, serta bagaimana komunikasi krisis diterapkan
untuk mengatasi dampak dan memulihkan citra organisasi. Tahap crisis dilakukan oleh DJBC melalui
kegiatan asesmen isu, pengumpulan data, penentuan komunikasi krisis, dan pelaksanaan komunikasi
krisis. Keempat kegiatan ini merupakan poin-poin yang ada di dalam langkah SOP manajemen krisis DJBC
yang telah disinggung sebelumnya.

Kegiatan asesmen isu dilakukan dengan menghimpun informasi dasar dari isu yang ada, seperti
isi keluhan dari pemilik akun, nomor resi barang yang dikirim, status barang saat ini, serta respon
masyarakat terhadap isu. Penghimpunan informasi dasar ini dilakukan oleh tim Admin serta tim Analis
Data untuk kemudian diserahkan kepada tim Strategi Riset. Dari informasi tersebut, tim Strategi dan Riset
beserta pimpinan akan menentukan, apakah isu ini akan dianggap sebagai krisis atau tidak. Apabila isu
dianggap sebagai krisis, maka kegiatan selanjutnya akan menjadi sangat penting.

Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh tim Strategi Riset dengan berkoordinasi dengan unit-
unit lain yang berkaitan, seperti unit pelaksana, unit vertikal, unit teknis, unit fasilitas, dan unit-unit
lainnya. Koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan data selengkap-lengkapnya hingga dapat dilakukan
analisis lebih lanjut mengenai pendalaman detail krisis serta bagaimana regulasinya. Setelah itu, tim
Strategi dan Riset dapat menentukan apa saja bentuk komunikasi krisis yang akan dilakukan.

Kegiatan penentuan komunikasi krisis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor
utama, yaitu sorotan media, dampak isu, jenis isu, lokus isu, pihak yang terlibat, serta arahan pimpinan.
Faktor sorotan media melibatkan evaluasi intensitas dan jangkauan pemberitaan mengenai krisis
membantu DJBC memutuskan seberapa cepat dan luas respons yang diperlukan. Faktor dampak isu
melibatkan DJBC menilai dampak dari isu yang muncul untuk menentukan komunikasi krisis yang sesuai.
Faktor jenis isu melibatkan penilaian apakah isu terkait kebijakan atau operasional membantu dalam
memilih pendekatan komunikasi yang tepat. Faktor lokus isu melibatkan lokasi terjadinya isu dapat
mempengaruhi cara penyampaian pesan, terutama jika melibatkan pihak lokal dengan karakteristik
khusus. Faktor pihak yang terlibat berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, terutama individu dengan
pengaruh besar, mempengaruhi keputusan tentang siapa yang menjadi spokesperson. Terakhir, DJBC
memastikan komunikasi krisis selaras dengan arahan pimpinan untuk menjaga konsistensi pesan. Hal-hal
tersebut sesuai dengan cara menentukan strategi komunikasi menurut Dr. H. Iriana Bakti, M.Si yang
melibatkan tiga langkah utama. Pertama, pengenalan situasi melalui analisis situasi, analisis SWOT
organisasi, dan analisis publik untuk memahami konteks dan target komunikasi. Kedua, penetapan tujuan
komunikasi yang jelas, seperti membangun pengetahuan atau meningkatkan partisipasi publik. Terakhir,
pemilihan media dan teknik komunikasi yang tepat, baik itu media sosial, media konvensional, atau
metode lain seperti pameran dan kunjungan langsung. Hasil bentuk komunikasi krisis yang ditentukan
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oleh tim Strategi dan Riset adalah pendekatan personal, penanganan awal media sosial, konten respon
krisis, media briefing, penggunaan spokesperson KBP], bolstering, dan penggunaan spokesperson utama.

Kegiatan pelaksanaan komunikasi krisis dilakukan sesuai dengan arahan dari tim Strategi dan
Riset. Oleh karena krisis terjadi di media sosial, maka bentuk-bentuk komunikasi krisis yang dilakukan
pun lebih banyak menggunakan media sosial. Sosial media resmi D]JBC, dalam hal ini pemerintahan,
terbukti memiliki fungsi yang sangat penting bagi para korban selama krisis sosial (Guo, Zhang, dan Wu,
2017). Meskipun begitu, terdapat juga bentuk komunikasi krisis yang dilakukan oleh D]JBC di media lain.
Komunikasi yang pertama adalah Pendekatan Personal dan Audiensi Langsung, dilaksanakan dengan
melibatkan audiensi langsung untuk menjelaskan situasi dan mencari solusi bersama, baik dalam bentuk
pertemuan online, pertemuan offline, maupun direct message. Kedua adalah Penanganan Awal Melalui
Media Sosial, dilaksanakan dengan memberikan komentar pada unggahan keluhan tersebut sebagai
bentuk pemberian respon cepat. Ketiga adalah Pembuatan Konten Respon Krisis, dilaksanakan dengan
membuat konten yang dirancang khusus untuk memberikan respon berupa klarifikasi dan edukasi yang
akurat mengenai situasi yang terjadi. Keempat adalah Pelaksanaan Media Briefing, dilaksanakan dengan
mengundang media-media nasional untuk media briefing dan memberikan penjelasan yang jelas serta
komprehensif mengenai krisis untuk memastikan bahwa pemberitaan di media menjadi lebih jelas dan
akurat. Kelima adalah Penggunaan Spokesperson KBP], dilaksanakan dengan mengandalkan
spokesperson dalam menyampaikan informasi secara langsung dan mengelola komunikasi dengan media.
Keenam adalah Bolstering atau Penguatan Pesan Positif dan Berita Baik, dilaksanakan dengan
memperkuat pesan positif melalui berita baik dan pencapaian organisasi untuk meredam dampak negatif
krisis. Bolstering tidak hanya dilakukan oleh DJBC di media sosial, namun juga di website resmi mereka.
Para akademisi dari seluruh dunia telah menemukan bahwa mikroblog juga memiliki peran yang penting
dalam proses manajemen Kkrisis (Xiang, 2019). Terakhir adalah Penggunaan Spokesperson Utama,
dilaksanakan dengan melibatkan spokesperson resmi, dalam hal ini Ibu Sri Mulyani selaku Menteri
Keuangan saat itu, untuk membantu memberikan klarifikasi serta edukasi kepada masyarakat.
Penggunaan spokesperson utama ini sebenarnya merupakan keterpaksaan yang harus dilakukan melihat
krisis yang semakin membesar dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Seorang public relations
akan meminta bantuan spokesperson untuk menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dengan
publik ketika public relations sudah merasa tidak mungkin akan didengar oleh masyarakat yang emosi
(Yuanita, 2020). Setelah komunikasi krisis dilakukan, DJBC juga terus memberikan update berkala
mengenai status perkembangan isu kepada pemilik barang kiriman dan publik. Ini bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan transparansi sambil mengelola risiko penyebaran informasi yang tidak akurat.
Update berkala memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap jelas dan kredibel, serta
mengurangi kemungkinan informasi yang salah atau berlebihan.

Komunikasi krisis yang ditentukan dan dilaksanakan oleh DJBC selama tahap krisis menunjukkan
pendekatan yang cukup komprehensif dan terkoordinasi. Semua komunikasi krisis yang dilakukan
bersifat mirroring, artinya garis besar dari masing-masing isinya sama. Semua komunikasi krisis diatas
berfokus pada klarifikasi berkaitan dengan mengoreksi informasi yang salah dan memberikan penjelasan
mengenai fakta-fakta yang benar serta edukasi berkaitan dengan memberikan pemahaman mengenai
regulasi importasi barang kiriman. Pemilihan strategi yang tepat dan respons yang cepat serta transparan
menjadi faktor kunci dalam manajemen krisis yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Coombs (2010)
yang mengatakan bahwa tahap ini memerlukan praktik terbaik dan penelitian strategis untuk
memberikan respons terbaik. Namun, bagaimana respon masyarakat ketika bentuk-bentuk komunikasi
krisis yang telah dirancang sedemikian rupa ini tetap harus dipantau. Dr. H. Iriana Bakti, M.Si mengatakan
bentuk-bentuk komunikasi krisis yang berfokus pada klarifikasi dan edukasi ini hanya bersifat responsif
saja. D]BC hanya memberikan respon terhadap krisis yang terjadi dan belum melakukan komunikasi
krisis yang dapat menangani krisis dari akarnya. Reputasi DJBC yang selama ini kurang baik berperan
penting dalam krisis dan manajemen Kkrisis. D]BC seharusnya dapat melakukan komunikasi krisis yang
lebih mendalam yang dapat perbaikan reputasi agar krisis yang terjadi kedepannya pun dapat lebih
mudah untuk diatasi.

Tahap post-crisis merupakan tahap terakhir dalam manajemen krisis menurut Coombs (2010).
Krisis ini merupakan salah satu krisis yang cukup besar bagi D]JBC, dilihat dari bagaimana cara
menanganinya. Dampak yang dihasilkan dari adanya krisis ini pun cukup besar, diantaranya adalah
penurunan kepercayaan publik, kerusakan citra organisasi, dan kebutuhan DJBC untuk melakukan
kampanye ulang. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting karena akan dapat menjadi bahan
pembelajaran untuk krisis kedepannya. Lebih dari itu, tahap ini diharapkan dapat mencegah krisis agar
tidak terjadi lagi. Tahap post-crisis dilakukan oleh DJBC melalui kegiatan monitoring dan evaluasi,
komunikasi lanjutan, serta pembelajaran.
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Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan memantau respon publik setelah komunikasi
krisis telah dilaksanakan. Respons publik setelah komunikasi krisis dilaksanakan oleh D]JBC terbagi
menjadi tiga kelompok utama, yaitu menerima, netral, dan penolakan. Respon menerima dimana sebagian
publik menunjukkan pemahaman terhadap penjelasan DJBC mengenai isu-isu yang terjadi. Mereka
menerima bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku. Respon netral dimana
kelompok ini cenderung pasif, menerima informasi tanpa mengubah sikap atau berkomentar lebih lanjut.
Mereka menyadari situasi tetapi tidak aktif terlibat dalam diskusi atau kritik. Respon penolakan dimana
beberapa pihak tetap mempertahankan sikap negatif meskipun Klarifikasi telah diberikan. Ini
menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penjelasan DJBC dari masyarakat. Meskipun opini negatif masih
mendominasi sebagian publik, saat ini mulai muncul opini positif dari kelompok yang menerima dan
memahami. Meningkat dari keadaan sebelumnya dimana opini publik masih sangat negatif. Dr. H. Iriana
Bakti, M.Si menekankan bahwa kelompok yang masih menolak penjelasan dari DJBC harus diteliti lebih
lanjut apa penyebabnya. Apakah mereka memiliki pengalaman buruk juga dengan D]JBC atau hanya
sentimen pribadi berdasarkan persepsinya terhadap DJBC saja. Berdasarkan data yang ada, kelompok
yang masih menolak terlihat dari kolom komentar. DJBC meneliti lebih lanjut pada kelompok tersebut
dengan membalas komentarnya untuk menanyakan apakah mereka memiliki kendala dengan DJBC yang
perlu dibantu. Komentar yang tidak memiliki substansi atau bersifat hujatan tanpa relevansi cenderung
diabaikan untuk menghindari perdebatan yang tidak produktif. Pendekatan ini membantu DJBC menjaga
fokus pada isu yang sebenarnya dan mencegah eskalasi masalah yang tidak berdasar.

Kegiatan komunikasi lanjutan dilakukan dengan memberikan update atau menjawab pertanyaan
yang masih muncul terkait dengan krisis. DJBC memahami bahwa di tengah masyarakat tetap akan
tertanam collective memory terkait krisis ini. Hal ini memungkinkan krisis yang sudah dianggap selesai ini
dapat menjadi krisis kembali. Oleh karena itu, DJBC terus memantau perkembangan krisis ini di media
sosial untuk mencegah krisis dapat viral kembali. Komunikasi lanjutan ini dilakukan dengan memantau
pemberitaan terkait krisis serta menjawab pertanyaan-pertanyaan media apabila masih ada yang
bertanya mengenai krisis ini.

Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan mempertahankan hal-hal positif dari adanya krisis dan
menghindari pengulangan hal-hal negatif dari adanya krisis. Selama krisis, DJBC menghadapi sejumlah
tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah birokrasi dan regulasi, di mana
evaluasi serta penyesuaian terhadap aturan dan prosedur yang berlaku menjadi penting untuk
memperbaiki respons krisis. Tantangan lainnya rendahnya literasi publik mengenai peraturan impor,
yang memaksa DJBC untuk semakin memperkuat upaya edukasi masyarakat. Selain itu, koordinasi serta
konsistensi dalam komunikasi internal juga menjadi pembelajaran yang perlu diperkuat agar respons
dapat lebih efektif dan terorganisir. Dr. H. Iriana Bakti, M.Si mengatakan bahwa koordinasi menjadi hal
yang sangat penting ketika terjadi sebuah krisis. Ketika menangani sebuah krisis, setiap keputusan yang
diambil harus bersifat demokratis. Informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat harus satu
komando. Pemimpin dan otoritas menjadi kunci utama bagi kelancaran koordinasi antar tim yang
menangani krisis. Melihat dari kendala yang dialami oleh tim manajemen krisis D]BC tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa kepemimpinan dan koordinasi tim manajemen krisis D]BC masih lemah. Lebih dari itu
semua, DJBC harus menanggulangi stigma buruknya yang selama ini beredar di masyarakat. Reputasi
DJBC saat ini belum bisa dikatakan baik hingga akan sulit untuk menghindari dan menangani krisis.

Dari sudut pandang administrasi dan komunikasi, D]JBC menganggap bahwa krisis terkait barang
kiriman yang melibatkan sepatu Radhika Althaf, alat bantu SLB Ijal Zaid, dan mainan Medy Renaldy saat
ini telah diselesaikan. Ketiga isu ini sudah memenuhi syarat administrasi dan pembayaran sehingga
barang sudah sampai di tangan mereka. DJBC juga sudah mengkomunikasikan kepada publik secara
umum mengenai klarifikasi apa yang terjadi sebenarnya dan edukasi bagaimana regulasi yang ada.
Namun, Dr. H. Iriana Bakti, M.Si menekankan salah satu kekurangan dari tahap pre-crisis manajemen
krisis DJBC, yaitu pemantauan. Dalam melaksanakan komunikasi krisis diatas, tujuannya adalah untuk
klarifikasi dan edukasi. Idealnya, setelah komunikasi krisis selesai dilaksanakan, DJBC melakukan
pemantauan apakah tujuan dari komunikasi krisis sudah tercapai atau belum. Hal ini tidak dilakukan oleh
DJBC sehingga kegiatan pemantauan krisis belum bisa dikatakan baik. Gambar 6. merupakan skema hasil
temuan penelitian dari penelitian manajemen krisis D]BC terkait barang kiriman pada bulan April 2024
lalu.
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Gambar 6. Skema hasil temuan penelitian

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen krisis DJBC dalam meraih kepercayaan publik,
ditarik beberapa kesimpulan oleh peneliti sebagai berikut: (1) Krisis terjadi kepada DJBC pada bulan April
2024 lalu berkaitan dengan barang kiriman. Krisis ini terdiri dari tiga isu, yaitu isu sepatu oleh Radhika
Althaf, isu alat bantu SLB oleh Ijal Zaid, dan isu mainan oleh Medy Renaldy. Ketiga isu ini diungkapkan di
media sosial yang kemudian menarik perhatian masyarakat luas. Ketiga isu ini pada akhirnya dianggap
menjadi satu kesatuan yang sama karena memiliki kesamaan, yaitu sama-sama berkaitan dengan barang
kiriman, sama-sama melibatkan masyarakat umum, sama-sama terdapat ketidaklengkapan dokumen,
sama-sama terjadi di bulan April 2024. Ketiga isu ini pada akhirnya dianggap sebagai sebuah krisis karena
memenuhi beberapa faktor. Isu-isu tersebut menyebar dengan cepat, menjadi konsumsi publik secara
luas, hingga publik perhatian menaruh banyak perhatian pada isu-isu ini. Selain itu, isu-isu ini juga
mengganggu dan mengancam kelancaran dan keberlangsungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Krisis yang dialami DJBC berdampak signifikan pada
kepercayaan publik yang rendah, terutama karena keluhan yang tidak terselesaikan dengan baik di media
sosial, sehingga memperkuat persepsi negatif yang sudah ada.

(2) Penyebab terjadinya krisis barang kiriman pada D]BC bulan April 2024 lalu disebabkan oleh
ketidaktahuan para pemilik akun terhadap peraturan dan regulasi importasi barang kiriman. Karena
ketidaktahuan tersebut, mereka beranggapan bahwa D]JBC tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
dengan peraturan yang ada. Akar penyebab dari kurangnya pemahaman masyarakat akan peraturan dan
regulasi yang ada terkait importasi barang kiriman ada dua. Pertama adalah dari faktor internal, dimana
DJBC kurang masif dan efektif dalam mengedukasi masyarakat terkait peraturan dan regulasi importasi
barang kiriman. Kedua adalah dari faktor eksternal dimana masyarakat kurang proaktif dalam mencari
tahu terkait peraturan dan regulasi importasi barang kiriman.

(3) Manajemen krisis dilakukan oleh DJBC melibatkan tim manajemen krisis dan tim di bawah
Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. SOP yang dimiliki oleh tim manajemen krisis
DJBC melibatkan tahap pre-crisis, crisis, dan post-crisis. Dimana tahap pre-crisis terdiri dari pencegahan,
persiapan, dan deteksi atau identifikasi isu. Tahap ini masih memiliki kekurangan, terbukti dengan masih
terjadinya krisis serupa dengan penyebab yang sama. Kemudian tahap crisis terdiri dari asesmen isu,
pengumpulan data, penentuan komunikasi krisis, dan pelaksanaan komunikasi krisis. Bentuk komunikasi
krisis yang dilakukan oleh DJBC pada krisis barang kiriman bulan April 2024 lalu diantaranya adalah
pendekatan personal, penanganan awal media sosial, konten respon krisis, media briefing, penggunaan
spokesperson KBP]J, bolstering, dan penggunaan spokesperson utama. Komunikasi krisis yang dilakukan
belum maksimal karena hanya bersifat responsif akan krisis, tidak menyelesaikan hingga akar
permasalahannya, yaitu reputasi DJBC. Terakhir, tahap post-crisis terdiri dari monitoring dan evaluasi,
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komunikasi lanjutan, dan pembelajaran. Pada tahap ini memiliki kekurangan karena tidak melakukan
pemantauan terkait ketercapaian tujuan penelitian.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditarik beberapa saran oleh peneliti yang bertujuan untuk
memberikan masukan dan membangun. Saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1)
Meningkatkan edukasi publik melalui berbagai bentuk media dan pendekatan. DJBC perlu menyusun
strategi edukasi publik yang holistik dan dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Edukasi ini dapat
dilakukan melalui media sosial, website resmi, webinar, video tutorial, dan publikasi infografis yang
mudah dipahami, menyesuaikan dengan semua lapisan masyarakat. Edukasi ini harus mampu
menjelaskan aturan-aturan terkait kepabeanan dan impor, serta disesuaikan dengan latar belakang
masyarakat, dari pelaku bisnis hingga masyarakat umum yang awam, agar mengurangi kesalahpahaman
yang memicu krisis. DJBC juga dapat berkolaborasi dengan kementerian lain, lembaga pendidikan,
komunitas, atau organisasi lainnya untuk memperluas jangkauan audiens. (2) Meresmikan tim
manajemen Krisis dengan struktur dan tugas dan fungsinya. D]BC perlu meresmikan dan tim manajemen
krisis yang saat ini sudah dibentuk, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi secara
jelas. Setiap anggota tim harus memiliki peran spesifik yang meliputi pemantauan media sosial, analisis
isu, komunikasi publik, dan koordinasi dengan pihak internal D]JBC serta pihak eksternal terkait.
Pembagian tugas ini juga harus dilengkapi dengan protokol krisis yang terstandarisasi, sehingga respons
terhadap krisis dapat dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. (3) Pembakuan alur birokrasi dan
kerjasama antar-tim yang terlibat. Untuk menghindari kebingungan dan mempercepat penanganan Krisis,
DJBC perlu membakukan alur birokrasi dalam manajemen Kkrisis. Ini termasuk prosedur komunikasi
antar-unit terkait serta tugas dan fungsi masing-masing tim Hal ini diperlukan agar tidak akan
kebingungan antar tim akan siapa yang bertanggung jawab dalam tugas dan fungsi tertentu. (4)
Memperbaiki reputasi dan stigma D]BC di masyarakat. DJBC perlu menyusun strategi komunikasi jangka
panjang untuk memperbaiki reputasi dan stigma yang berkembang di masyarakat. Bentuk-bentuk
komunikasi krisis yang dilakukan oleh DJBC masih bersifat responsif. Dengan reputasi dan stigma yang
dimiliki DJBC hingga saat ini, komunikasi krisis dalam bentuk responsif kurang efektif dalam menangani
krisis. Memperbaiki stigma DJBC di masyarakat bisa dilakukan dengan meningkatkan transparansi dalam
setiap kebijakan dan keputusan yang diambil, peningkatan kualitas layanan kepada publik, komunikasi
yang lebih aktif dan transparan di berbagai media, keterbukaan terhadap kritik, dan hal-hal lainnya yang
dapat membantu DJBC membangun hubungan yang lebih baik dengan seluruh lapisan masyarakat.
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